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ABSTRAK 

Perolehan Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau 

BPHTB pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada kantor Notaris, dalam 

kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Notaris selaku 

PPAT juga berperan dalam meningkatkan perolehan pajak dari Bea Perolehan 

Hak atasTanah dan Bangunan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana peranan Notaris 

selaku PPAT dalam penerapan system self assessment pada pemungutan BPHTB 

berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan hambatan-hambatan yang muncul 

dalam penerapan system self assessment pada pemungutan BPHTB oleh Notaris 

selaku PPAT dan bagaimana cara mengatasinya.Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Spesifikasi penelitian ini 

berupa penelitian deskriptif analitis. 

Hasil dari penelitian ini adalah adanya hambatan yang muncul dalam 

penerapan system self assessment pada pemungutan BPHTB oleh Notaris selaku 

PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya adalah: a) kurangnya informasi dan 

sosialisasi mengenai peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau 

BPHTB yang terus berkembang; b)data NJOP tahun terakhir belum dikeluarkan 

bila jual beli dilakukan pada awal tahun. 

Cara mengatasi hambatan tersebut adalah : a) Pihak Direktorat Jendral 

Pajak memerintahkan kepada semua Kantor Pajak disemua wilayah untuk 

membuat program sosialisasi setiap tahun dan penyerahan SPPT PBB ke 

Pemerintahan daerah; b)Melakukan pencetakan SPPT PBB lebih awal yaitu pada 

awal tahun berikutnya dan segera membagikannya kepada seluruh Wajib Pajak. 

 

Kata Kunci :Notaris selaku PPAT, Sistem Self Assessment, BPHTB 
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I. PENDAHULUAN 

Pajak telah menjadi primadona 

dalam sektor yang memberikan 

penerimaan terbesar bagi negara 

serta merupakan salah satu sumber 

dana utama dalam melakukan 

pembangunan termasuk di negara 

Indonesia. Untuk memenuhi 

kebutuhan pemerintah akan dana di 

sektor pajak, maka diperlukan 

langkah – langkah untuk 

meningkatkan penerimaan pajak, 

diantaranya tidak hanya menaikkan 

tarif pajak akan tetapi lebih 

menitikberatkan pada penciptaan 

sistem perpajakan yang lebih adil, 

sederhana, dan memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat 

serta dapat meningkatkan 

penerimaan negara sehingga 

diharapkan agar dapat  mencegah 

terjadinya  kebocoran pajak dan 

penggelapan pajak. 

Dengan dikeluarkannya undang 

– undang perpajakan yang baru 

diharapkan  dapat  menumbuhkan, 

membina kesadaran, serta tanggung 

jawab bagi wajib pajak. 

Pemungutan pajak pada dasarnya 

merupakan perwujudan dari 

pengabdian dan peran serta warga 

negara dalam membiayai berbagai 

kepentingan negara dan 

pembangunan nasional. 

Lemahnya realisasi karena 

masih ada banyak kendala di 

lapangan, selain itu juga berbagai 

keadaan yang tidak diharapkan 

seperti bencana alam yang terjadi di 

Indonesia. Namun demikian, target 

yang ditetapkan masih optimis 

dapat dicapai. Usaha-usaha tersebut 

diantaranya dengan mendorong 

mereka yang masih menunggak 

pajak untuk segera membayar 

pajak. 

Bertitik tolak dari uraian 

tersebut di atas, maka dilakukan 

suatu penelitian dan menyusunnya 

dalam penelitian yang berjudul: “ 

Analisis Peran Notaris selaku 

PPAT dalam Penerapan Sistem Self 

Assessment pada Pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) Berkaitan 

dengan Akta yang Dibuatnya di 

Kediri.” 

 

II. KAJIAN TEORI DAN 

HIPOTESIS 

A. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Menurut Rochmat 

Soemitro ( Mardiasmo, 

2011 : 3 ) : Pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas 

negara ( peralihan 

kekayaan dari sektor 

partikelir ke sektor 

pemerintah ) berdasarkan 

undang undang ( dapat 

dipakasakan ) dengan tiada 

mendapat timbal balik     ( 

tegen prestasi ) yang 

langsung dapat ditunjuk 

dan yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran 

umum. 

2. Fungsi Pajak 

Berikut ini adalah 

penjelasan untuk fungsi 

pajak sebagai sumber 

keuangan dan sebagai 

fungsi mengatur : 

a. Sumber keuangan 

negara 

Fungsi sumber 

keuangan negara adalah 

untuk memasukkan 

uang ke kas negara atau 

dengan kata lain fungsi 

pajak sebagai sumber 

penerimaan negara dan 

digunakan untuk 

membiyai pengeluaran 

negara baik untuk 

pengeluaran rutin 
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maupun pengeluaran 

pembangunan. 

b. Fungsi Mengatur atau 

Non Budgetair 

Pada fungsi 

mengatur, pemungutan 

pajak digunakan 

sebagai : 

1) Sebagai alat untuk 

melaksanakan 

kebijakan negara 

dalam bidang 

ekonomi dan sosial. 

2) Sebagai alat untuk 

mencapai tujuan – 

tujuan tertentu yang 

letaknya di luar 

bidang keuangan. 

3. Pembagian Jenis Pajak 

Menurut golongannya 

pajak dibagi menjadi dua, 

yaitu pajak langsung dan 

pajak tidak langsung. 

Berikut diuraikan 

pengertian masing – 

masing : 

a. Pajak Langsung 

Dalam pengertian 

ekonomis pajak 

langsung adalah pajak 

yang bebannya harus 

dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak yang 

bersangkut, tidak boleh 

dilimpahkan kepada 

pihak lain. Dalam 

pengertian 

administratif, pajak 

langsung adalah pajak 

yang dipungut secara 

berkala. 

Contoh : Pajak 

Penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung  

Dalam pengertian 

ekonomis, pajak tidak 

langsung adalah pajak 

yang bebannya dapat 

dilimpahkan kepada 

pihak ketiga atau 

konsumen. Dalam 

pengertian 

administratif, pajak 

tidak langsung adalah 

pajak yang dipungut 

setiap terjadi peristiwa 

atau perbuatan yang 

menyebabkan 

terutangnya pajak, 

misalnya penyerahan 

barang, pembuatan 

akte. 

Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai, Bea 

Materai, Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan 

Bangunan, Bea Balik 

Nama. 

 

B. Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) 

1. Pengertian Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan atau 

BPHTB adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan 

hak atas tanah dan 

bangunan yang juga 

merupakan salah satu jenis 

pajak tidak langsung 

karena pemenuhan pajak 

BPHTB tidak berdasarkan 

surat ketetapan pajak 

sebagaimana diatur dalam 

pasal 10 ayat (1) undang - 

undang nomor 21 tahun 

1997 tentang BPHTB 

sebagaimana telah diubah 

dalam undang - undang 
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nomor 20 tahun 2000 

tentang perubahan atas 

undang - undang nomor 21 

tahun 1997 

2. Objek Pajak Bea 

Perolehan atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

Pasal 2 ayat ( 1 ) UU 

BPHTB Nomor 20 Tahun 

2000 menentukan bahwa 

Objek pajak BPHTB 

adalah perolehan hak atas 

tanah dan atau bangunan. 

Perolehan hak atas tanah 

meliputi a) pemindahan 

hak dan b) pemberian hak 

baru. 

3. Dasar Pengenaan Pajak, 

Tarif, dan Cara 

Perhitungan BPHTB 

Dasar pengenaan pajak 

adalah Nilai Perolehan 

Objek Pajak (NPOP) yaitu 

dapat berupa harga 

transaksi ( termasuk harga 

transaksi risalah lelang ) 

dan Nilai Pasar. 

4. Sistem Self Assesment 

Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan 

Dalam sejarah 

perkembangannya self 

assessment di Indonesia 

dikenal dua macam self  

assessment, yakni semi self 

assessment dan full self 

assessment. Dalam semi 

self assessment, yang 

dikenal dengan nama MPS 

(Menghitung Pajak 

Sendiri), maka Wajib 

Pajak baru pada tahap 4 

M, yakni : mendaftarkan 

diri, menghitung dan 

memperhitungkan, 

menyetor dan melaporkan 

sedangkan proses dan hak 

menetapkan jumlah pajak 

masih tetap berada pada 

fiskus melaui penerbitan 

SKP (Surat Ketetapan 

Pajak). 

Pada full self 

assessment, proses dan hak 

menetapkan sudah berada 

pada pihak Wajib Pajak. 

Proses dan hak 

menetapkan ini 

diwujudkan dalam mengisi 

SPT secara baik dan benar 

dan menyampaikannya 

kepada fiskus. 

 

C. Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) 

1. Pengertian Pejabat 

Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) 

Menurut  ketentuan Pasal 

1 angka 24 Ketentuan 

Umum Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang 

dimaksud dengan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah ( 

PPAT ) adalah “ Pejabat 

Umum yang diberi 

kewenangan untuk 

membuat akta – akta tanah 

tertentu.” Selanjutnya 

menurut Pasal 1 angka 

Ketentuan Umum 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta 

Tanah ( PPAT ) yang 

dimaksud dengan PPAT 

adalah “ Pejabat umum 

yang diberi kewenangan  

untuk membuat akta – akta 
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otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun”. 

2. Dasar Hukum Pejabat 

Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) 

Dalam menjalankan 

tugasnya Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) 

membantu sebagian dari 

kegiatan pendaftaran yang 

merupakan kegiatan Tata 

Usaha Negara 

sebagaimana diatur dalam 

Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia nomor 

62 K/TUN/1988 tanggal 

27 Juli Tahun 2000. 

3. Tuga Pokok dan 

Kewenangan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) 

Berdasarkan ketentuan 

dalam Pasal 2 Peratuan 

Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), Tugas Pokok 

Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) adalah 

sebagai berikut : 

a. PPAT bertugas pokok 

melaksanakan sebagian 

kegiatan pendaftaran 

tanah dengan membuat 

akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan 

hukum tertentu 

mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah 

Susun, yang akan 

dijadikan dasar bagi 

perubahan data 

pendaftaran tanah yang 

diakibatkan oleh 

perbuatan hukum itu. 

b. Perbuatan hukum 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) adalah 

sebagai berikut: 

1) Jual Beli 

2) Tukar menukar 

3) Hibah 

4) Pemasukan ke dalam 

perusahaan (inbreng) 

5) Pembagian Hak 

Bersama 

6) Pemberian Hak 

Guna Bangunan/ 

Hak Pakai atas tanah 

Hak Milik. 

7) Pemberian Hak 

Tanggungan 

8) Pemberian Kuasa 

Membebankan Hak 

Tanggungan. 

D. Notaris 

Seorang notaris biasanya 

dianggap sebagai seorang 

pejabat tempat seseorang 

dapat memperoleh nasihat 

yang boleh diandalkan. 

Segala sesuatu yang ditulis 

serta ditetapkannya adalah 

benar, ia adalah pembuat 

dokumen yang kuat dalam 

suatu proses hukum. 

Kedudukan seorang notaris 

sebagai suatu fungsionaris 

dalam masyarakat yang 

disegani, namun saat ini 

kedudukannya agak disalah 

mengerti oleh kebanyakan 

orang. Mungkin hal tersebut 

disebabkan oleh tindakan dan 

perilaku para notaris itu 

sendiri. 
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Berkaitan dengan 

kedudukkan Notaris dan 

PPAT selaku Pejabat Umum, 

kriteria Pejabat Umum 

berdasarkan undang-undang, 

maka dalam hal ini mengacu 

pada ketentuan Pasal 1868 

KUH Perdata, yang berbunyi: 

“Akta otentik ialah suatu akta 

yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang 

– undang dibuat oleh atau 

dihadapan pejabat umum 

yang berwenang untuk itu 

ditempat dimana akta itu 

dibuatnya”. 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian  

kualitatif. 

Menurut Moleong 

(2007:6): Penilitian 

kualitatif adalah  

penelitian yang dimaksud 

untuk memahami 

fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan. Secara 

holistik dan dengan cara 

diskripsi dalam bentuk 

kata – kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. 

2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan perumusan 

masalah dan tujuan 

penelitian, maka metode 

yang digunakan adalah 

studi kasus . Studi kasus, 

adalah suatu pendekatan 

yang dilakukan dengan 

melakukan pengujian 

secara rinci terhadap suatu 

latar atau suatu objek atau 

suatu tempat penyimpanan 

dokumen atau suatu 

peristiwa tertentu. 

Dalam hal ini 

pendekatan tersebut 

digunakan untuk 

menganalisis secara 

kualitatif tentang 

implementasi peran 

Notaris Selaku PPAT 

dalam menerapkan sistem 

Self Assessment pada 

pemungutan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) 

berkaitan dengan akta 

yang dibuatnya di Kediri. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, 

peneliti merupakan pengamat 

penuh, yaitu mengamati 

pengimplementasian peran 

notaris selaku PPAT dalam 

penerapan system self 

assessment pada pemungutan 

Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan( 

BPHTB ) berkaitan dengan 

akta yang dibuatnya. 

Selain itu, kehadiran 

peneliti juga diketahui  

notaris dan staf – staf yang 

bekerja di kantor notaris yang 

dijadikan obyek penelitian 

secara formal, yaitu melalui 

ijin tertulis lembaga 

pendidikan peneliti ( 
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Universitas Nusantara PGRI 

KEDIRI ) dan kantor Notaris 

dan PPAT Achmadin, S.H. 

sebagai obyek penelitian. 

 

C. Tahap – tahap Penelitian 

Penelitian ini melalui 

empat tahap, yaitu: 

1. Tahap sebelum ke 

lapangan, meliputi 

kegiatan: 

a. Menyusun proposal 

penelitian 

b. Menentukan fokus 

penelitian 

c. Konsultan fokus 

penelitian 

d. Menghubungi lokasi 

penelitian 

e. Mengurus perizinan 

f. Seminar proposal 

penelitian 

2. Tahap pekerjaan lapangan, 

meliputi kegiatan: 

a. Memahami latar 

penelitian dan 

persiapan diri 

b. Memasuki lapangan. 

c. Pengumpulan data / 

informasi yang terkait 

dengan fokus 

penelitian. 

d. Pencatatan data. 

3. Tahap analisis data, 

meliputi kegiatan: 

a. Analisis data 

b. Penafsiran data 

c. Pengecekan keabsahan 

data 

d. Memberi makna. 

4. Tahap penelitian laporan, 

meliputi kegiatan: 

a. Penyusunan hasil 

penelitian 

b. Konsultasi hasil 

penelitian kepada 

pembimbing 

c. Perbaikan hasil 

konsultasi 

d. Pengurusan 

kelengkapan 

persyaratan ujian 

e. Ujian Skripsi 

 

D. Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini 

berada di kantor Notaris 

dan PPAT Achmadin, S.H.  

di Jl. Soekarno Hatta No. 

226 Katang Kediri dengan 

fokus penelitian 

implementasi peran notaris 

selaku PPAT dalam 

penerapan System Self 

Assessment pada 

pemungutan bea perolehan 

hak atas tanah dan 

bangunan( BPHTB ) 

berkaitan dengan akta 

yang dibuatnya di Kediri. 

2. Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data 

yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan 

penelitian ini. Penulis 

melakukan penelitian di 

kantor Notaris dan PPAT 

Achmadin, S.H. di Kediri 

selama 4 ( empat ) bulan 

sesuai jadwal yang telah di 

tetapkan oleh lembaga. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini 

adalah semua data dan 

informasi yang diperoleh dari 

para informan yang dianggap 

paling mengetahui secara 

rinci dan jelas mengenai 
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fokus penelitian yang diteliti, 

yaitu implementasi peran 

notaris selaku PPAT dalam 

penerapan system self 

assessment pada pemungutan 

bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan ( BPHTB ) 

berkaitan dengan akta yang 

dibuatnya. 

Sumber data dalam 

penelitian ini adalah sumber 

data primer dan sekunder. 

Sumber data disini adalah 

para informan yang 

memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi responden adalah : 

Notaris / PPAT Achmadin 

S.H. dan salah satu staf / 

pegawai di kantor Notaris / 

PPAT Achmadin S.H. 

 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara, yaitu cara 

memperoleh informasi 

dengan bertanya langsung 

pada pihak-pihak yang 

diwawancarai terutama 

orang – orang yang 

berwenang, mengetahui 

dan terkait dengan peran 

Notaris selaku PPAT 

dalam menerapkan sistem 

Self Assessment pada 

pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) 

berkaitan dengan akta 

yang dibuatnya di Kediri. 

Sistem wawancara yang 

dipergunakan adalah 

wawancara bebas 

terpimpin, artinya terlebih 

dahulu dipersiapkan daftar 

pertanyaan sebagai 

pedoman tetapi masih 

dimungkinkan adanya 

variasi  pertanyaan yang 

disesuaikan dengan situasi 

pada saat wawancara yang 

dilakukan. 

2. Dokumentasi 

Langkah ini dilakukan 

dengan cara pengumpulan  

pencatatan data - data yang 

bersumber dari referensi – 

referensi yang berkaitan 

dengan penelitian. 

Dokumentasi dilakukan 

peneliti dengan 

mengumpulkan data-data 

yang diperlukan yang ada 

di tempat atau lokasi 

penelitian. 

Data – data tersebut 

antara lain  beberapa foto 

copy akta jual beli tanah 

dan beberapa 

penghitungan pajak 

BPHTB beserta SSB atau 

Surat Setoran BPHTB. 

3. Observasi 

Langkah ini dilakukan 

dengan cara pengumpulan 

data melalui pengamatan. 

Dalam penelitian ini 

pengamatan  dilaksanakan 

dengan cara mengadakan 

pengamatan secara 

langsung ke tempat 

penelitian yaitu dikantor 

Notaris dan PPAT 

Achmadin, S.H. 

 

G. Analisi Data 

Analisis data merupakan 

salah satu langkah penting 

dalam rangka memperoleh 

temuan-temuan hasil 

penelitian. Teknik analisis 
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data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif dengan 

membuat gambaran yang 

dilakukan dengan cara (1) 

reduksi data atau 

penyederhanaan (data 

reduction), (2) paparan/sajian 

data (data display), dan (3) 

penarikan kesimpulan. 

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam 

penelitian ini ditentukan 

dengan menggunakan kriteria 

kredibilitas (derajat 

kepercayaan). Kredibilitas 

dimaksudkan untuk 

membuktikan bahwa apa 

yang berhasil dikumpulkan 

sesuai dengan kenyataan yang 

ada dalam latar penelitian. 

Dalam buku karangan Lexy J. 

Moleong dituliskan beberapa 

teknik pemeriksaan 

keabsahan data, yaitu “ 

perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengamat,  

trianggulasi, pengecekan 

sejawat,  kecukupan 

referensial, kajian kasus 

negatif, dan  pengecekan 

anggota”. 

Untuk memenuhi 

keabsahan temuan tentang 

implementasi peran notaris 

selaku PPAT dalam 

penerapan system self 

assessment pada pemungutan 

Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan ( 

BPHTB ) berkaitan dengan 

akta yang dibuatnya, 

digunakan teknik 

pemeriksaan sebagai berikut:  

perpanjangan keikutsertaan 

pengamat;  ketekunan 

pengamat; dan trianggulasi, 

maksudnya data yang 

diperoleh dibandingkan, diuji 

dan diseleksi keabsahannya.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Setting/ Lokasi 

Penelitian 

Lokasi penelitian ini 

berada di kantor Notaris dan 

PPAT Achmadin, S.H. 

tepatnya  di Jl. Soekarno 

Hatta No. 226 Katang Kediri. 

Kantor Notaris dan PPAT 

Achmadin, S.H. terletak di 

jantung kota Kediri, dibangun 

dilahan seluas 70 m2 dan 

hanya terdiri satu lantai. 

Kantor Notaris dan PPAT 

Achmadin, S.H. berdiri di 

kawasan perkantoran dimana 

disekitarnya terdapat banyak 

kantor – kantor Notaris, 

kantor Notaris dan PPAT, 

kantor perbankan baik milik 

swasta maupun perbankan 

milik pemerintah. Selain itu 

di sepanjang jalan Soekarno 

Hatta Kediri terkenal sebagai 

surganya Kuliner di Kediri 

karena banyak terdapat 

berbagai macam restoran dan 

rumah makan dari yang 

sederhana sampai yang 

mewah disana. 

 

B. Deskripsi Data Hasil 

Penelitian 

Menurut Pasal 1 

Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 

564/KMK.02/2001 tentang 

Pembagian Hasil Penerimaan 

Bea Perolehan Hak atas 
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Tanah dan Bangunan Bagian 

Pemerintah Daerah, 

disebutkan bahwa : 

1. Hasil penerimaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan merupakan 

penerimaan negara. 

2. 20 % (dua puluh persen) 

dari hasil penerimaan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan 

bagian penerimaan untuk 

Pemerintah Pusat dan 

harus disetor sepenuhnya 

ke rekening Kas Negara.  

3. 80 % (delapan puluh 

persen) dari hasil 

penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian 

penerimaan untuk 

Pemerintah Daerah dan 

harus disetor sepenuhnya 

ke rekening Kas Daerah.  

4. Hasil penerimaan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dibagi untuk 

Pemerintah Daerah 

Tingkat I dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dengan 

perimbangan sebagai 

berikut: 

a. Pemerintah Propinsi : 

20 % (dua puluh 

persen) 

b. Pemerintah 

Kabupaten/Kota:80 % 

(delapan puluh persen). 

 

C. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui 

bahwa PPAT / Notaris 

mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam 

pelaksanaan pemungutan 

pajak BPHTB secara Self 

Assesment antara lain, yaitu 

membantu klien (relasi) 

dalam hal ini Wajib Pajak 

untuk segera melunasi pajak 

BPHTB yang terutang, setiap 

Wajib Pajak BPHTB dibantu 

untuk menghitung serta 

menyetorkan pajak yang 

terutang, karena pada 

kenyataan dilapangan banyak 

Wajib Pajak yang tidak tau 

sama sekali tentang BPHTB. 

Dengan sistem Self 

Assessment dalam 

pemungutan pajak BPHTB, 

PPAT / Notaris sebagai 

pejabat secara tidak langsung 

mengurangi beban tugas 

KPPBB untuk membantu 

menghitung besarnya pajak 

BPHTB yang terutang, serta 

dapat pula membantu Wajib 

Pajak untuk menghitung dan 

menyetorkan pajak yang 

terutang. Karena dalam 

penghitungan besarnya pajak 

ini tidak dapat  dilakukan 

kebohongan, penghitungan 

tersebut akan dihitung 

kembali oleh petugas kantor 

pajak, dan bukti 

penghitungan tersebut harus 

dilampirkan juga. 

 

V. SIMPULAN, IMPLIKASI, 

DAM SARAN 

A. Simpulan 

Dengan sistem Self 

Assessment dalam 

pemungutan pajak BPHTB, 

Notaris / PPAT sebagai 

pejabat secara tidak langsung 

mengurangi beban tugas 

Kantor Pelayanan Pajak 
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Bumi dan Bangunan atau 

disingkat KPPBB untuk 

membantu menghitung 

besarnya pajak BPHTB yang 

terutang. Dalam 

penghitungan besarnya pajak 

ini tidak dapat dilakukan 

kebohongan, penghitungan 

tersebut akan dihitung 

kembali oleh petugas kantor 

pajak, dan bukti 

penghitungan tersebut harus 

dilampirkan dalam 

pembuatan Akta Tanah dan 

Bangunan. 

 

B. Implikasi 

Berbagai upaya yang 

berkaitan dengan peningkatan 

kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak harus terus 

dilakukan, termasuk dalam 

hal sosialisasi mengenai 

BPHTB. Guna mendapatkan 

hasil yang lebih optimal, 

upaya sosialisasi memerlukan 

terobosan pemikiran yang 

lebih kreatif dan inovatif 

bukan saja pada metodenya 

tetapi justru pada konsep 

pelayanan itu sendiri. 

 

C. Saran 

1. Diharapkan Notaris selaku 

PPAT dapat memberikan 

penjelasan yang baik 

kepada kliennya, dalam 

hal Pajak Bumi dan 

Bangunan khususnya 

pajak BPHTB, dan 

diharapkan bahwa Notaris 

sebagai salah satu mitra 

kerja aparat pajak yang 

juga adalah salah satu 

pejabat negara dapat 

membantu berperan aktif 

dalam hal menegakkan 

hukum pajak, sehingga 

tercapai kepastian hukum 

dalam bidang perpajakan.  

2. Diharapkan sebagai 

seorang Notaris / PPAT 

dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal, 

cepat dan simpatik kepada 

masyarakat yang menjadi 

klien merupakan salah satu 

kunci keberhasilan Notaris 

selaku PPAT. 
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